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ABSTRAK 

 

Salah satu fasilitas umum dalam bidang ekonomi adalah Pasar, pasar di bagi 

menjadi dua yaitu Pasar Swalayan dan Pasar Swalayan, Salah satu bentuk Pasar 

Rakyat di Kota Batam ialah Pasar Kaget. Disebut Pasar Kaget dikarenakan pasar 

ini ada setiap saat dan menjadi salah satu tren pasar di Batam. Masyarakat setempat 

bahkan lebih suka berbelanja di Pasar Kaget daripada pasar yang telah memiliki 

izin. Terlepas dari harganya yang murah, pasar kaget ini menjadi tujuan belanja 

pilihan bagi masyarakat di Batam terlebih karena lokasinya yang dekat dengan 

rumah penduduk. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(DISPERINDAG) berperan penting dalam penataan Pasar Kaget, karena tanpa 

pengawasan yang efektif, tujuan tidak akan tercapai. Penataan merupakan suatu 

metode rancangan dalam mengupayakan peningkatan kesesuaian, penertiban, serta 

keamanan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti maka 

disimpulkanlah bahwa Belum adanya SOP maupun Peraturan Daerah (PERDA) 

khusus yang mengatur terkait Pasar Kaget, inilah yang menjadikan 

DISPERINDAG belum dapat menata Pasar Kaget. Adapun faktor penghambat 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Penataan Pasar Kaget yaitu lahan, 

pemerintah belum menyediakan lahan untuk pedagang Pasar Kaget maupun 

pedagang kaki lima. disamping itu Pasar Kaget di Kelola demi kepentingan pribadi, 

inilah yang membuat DISPERINDAG kewalahan dalam mengatur Pasar Kaget 

 

Kata kunci: Pasar, Pasar Kaget, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
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ABSTRACT 

 

One of the public facilities in the economic field is a market, the market is divided 

into two, namely Supermarkets and Supermarkets. One form of People's Market in 

Batam City is the Pasar Kaget. It is called the Pasar Kaget because this market 

exists all the time and has become one of the market trends in Batam. People even 

prefer to shop at Pasar Kaget than markets that already have a permit. Apart from 

the low price, this surprise market has become the preferred shopping destination 

for people in Batam, especially because of its location close to people's homes. The 

supervision of the Department of Industry and Trade plays an important role in 

structuring the Pasar Kaget, because without effective supervision, the goal will 

not be achieved. Arrangement is a design method in an effort to improve conformity, 

order, and safety. The data analysis technique used in this study is a qualitative 

descriptive analysis technique. Based on the results of the research that has been 

carried out, it is clear that there are no special SOPs or Regional Regulations 

related to the Pasar Kaget, this is what makes Department of Industry and Trade 

unable to organize the Pasar Kaget. The inhibiting factor for the Department of 

Industry and Trade in structuring the Pasar Kaget is land, the government has not 

provided land for market traders and street vendors. Besides that, the Pasar Kaget 

is managed for personal interests, this is what makes Department of Industry and 

Trade overwhelmed in regulating the Pasar Kaget. 

 

Keywords: Department of Industry and Trade, Market, Pasar Kaget 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah berkembang 

menjadi kota metropolitan industri. Posisi Batam cukup menguntungkan karena 

Batam terletak di antara beberapa jalur maritim tersibuk di dunia. Letak Batam yang 

strategis membuat banyak orang tertarik dengan pulau ini. Batam adalah kota yang 

menjadi rumah bagi berbagai suku bangsa. Untuk memenuhi syarat sebagai kota 

menurut Tri Tarwiyah dkk (2017), suatu tempat perlu memenuhi sejumlah kriteria 

tertentu, seperti ketersediaan air dan kelimpahan makanan Tarwiyani et al., (2017). 

Jumlah penduduk kota Batam hasil dari Badan Pusat Statistik September 

2020 sebanyak 1,196 Juta Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,32 persen per 

Tahun (Badan Statistik kota Batam Tahun 2020). Seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk di Batam maka semakin beragam pula kebutuhan masyarakat. 

Kepadatan Kota Batam dipengaruhi oleh tingginya angka migrasi. Permukiman 

secara keseluruhan membutuhkan berbagai fasilitas, termasuk sumber daya udara, 

transportasi, listrik, perumahan, dan ekonomi.  

Salah satu fasilitas umum dalam bidang ekonomi adalah Pasar. Penyediaan 

fasilitas umum ini bermanfaat bagi kualitas hidup masyarakat dalam berbagai hal 

termasuk ekonomi, dan produktivitas, sebagai salah satu fasilitas umum pasar 

berfungsi sebagai pusat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pasar dapat 
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diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan 

transaksi yang didalamnya terjadi proses jual beli sesuai Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga 

Usaha Perdagangan (Republik Indonesia, 1998a). Salah satunya terkait dengan 

penyediaan kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan.  

Pasar Modern atau Pasar Swalayan dan Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat 

merupakan dua bentuk pasar yang paling umum. Dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, 

Pasar swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual 

berbagai jenis barang secara eceran. Berupa minimarket, supermarket, departemen 

store, hypermart, serta grosir yang berbentuk perkulakan. Sedangkan Pasar rakyat 

adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha 

Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh 

pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM 

dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar (Republik Indonesia, 

2021b). Salah satu bentuk Pasar Rakyat di Kota Batam ialah Pasar Kaget. Disebut 

Pasar Kaget dikarenakan pasar ini ada setiap saat dan menjadi salah satu tren pasar 

di Batam. Di luar Batam, seperti di Jawa dan pulau-pulau lain, Pasar Kaget sudah 

ada sejak lama. Namun, di Kota Batam, fenomena Pasar Kaget dimulai pada 2013 

atau selama tiga tahun terakhir (Purba, 2018a). Pasar Kaget beroperasi di sekitar 

kompleks perumahan atau kecamatan dengan jadwalnya masing-masing.  
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Diketahui bahwa pengunjung Pasar Kaget didominasi oleh ibu rumah tangga. 

Selain kelengkapan dan kualitas barang yang dijual, harga yang murah menjadi 

salah satu daya tarik utama pasar. Mengingat tingginya biaya hidup di Batam, Pasar 

Kaget merupakan alternatif bagi masyarakat dalam berbelanja. Fenomena Pasar 

Kaget ini cukup menarik karena hampir setiap daerah perumahan maupun 

kecamatan memiliki Pasar Kaget (lihat Tabel 1.1). Pasar Kaget juga beroperasi 

dengan jadwalnya sendiri. Masyarakat setempat bahkan lebih suka berbelanja di 

Pasar Kaget daripada pasar yang telah memiliki izin. Terlepas dari harganya yang 

murah, pasar kaget ini menjadi tujuan belanja pilihan bagi masyarakat di Batam 

terlebih karena lokasinya yang dekat dengan rumah penduduk. Sehingga bagi 

masyarakat lebih efisien karena mereka tidak perlu ke Pasar Rakyat yang lokasinya 

menetap atau jauh (Tarwiyani et al., 2017). 

Tabel 1.1 Lokasi Pasar Kaget Berdasarkan Kecamatan 

No Kecamatan Lokasi Pasar 

1. Batu Aji 

1. Pasar kaget simpang Barelang 

2. Pasar kaget Buana Impian Dua 

3. Pasar kaget Taman Lestari 

4. Pasar kaget Putri Hijau 

5. Pasar kaget Villa Mukakuning 

6. Pasar kaget Putri Tujuh 

7. Pasar kaget Marina 

8. Pasar kaget Taman Lestari 

9. Pasar kaget ASL 

10. Pasar Kaget Tembesi Raya 

2. Sekupang 

1. Pasar kaget Simpang PCI Sekupang 

(buka akhir bulan dan awal bulan)  

2. Pasar kaget Tanjung Riau 

3. Pasar kaget Tiban Kampung 

4. Pasar kaget Tiban Global (tiban Indah) 

5. Pasar kaget Bida KSB (Tiban Lama) 
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3. Bengkong 

1. Pasar kaget Taman Buana Indah Sungai 

Panas 

2. Pasar kaget Simpang Giant Bengkong 

Aljabar 

4. Sagulung 

1. Pasar Kaget Simpang Marina 

(Perumahan Taman Laguna)  

2. Pasar Kaget Yundai  

3. Pasar Kaget Pluto  

4. Pasar Kaget Sagulung 

5. Batu Ampar 1. Pasar Kaget Jodoh 

6. Kecamatan Sungai Beduk 1. Pasar Kaget Puri Agung Piayu 

7. Nongsa 1. Pasar Kaget Simpang Batu Besar 

8. Batam Kota 
1. Pasar Kaget Simpang Tunas 

2. Pasar Kaget Alun-alun Engku Putri 

9. Lubuk Baja - 

Sumber: (Tiurniari Purba, 2016) 

Pasar Kaget dapat dikategorikan sebagai Pasar Rakyat yang seharusnya 

termasuk dibawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun 

terlepas dari keunikannya Pasar Kaget ternyata masih sering mendapatkan protes 

dari warga setempat, hal ini dikarena adanya masalah penataan. Sebagaimana 

terjadi di Perumahan Villa Namora dan Mandalay Sagulung mengeluhkan 

keberadaan Pasar Kaget yang berlokasi di pintu masuk perumahan tersebut. 

Pasalnya keberadaan Pasar tersebut sangat membahayakan bagi keselamatan 

pengendara. Bukan hanya itu, keberadaan Pasar Kaget tidak jarang menggunakan 

akses jalan raya sehingga akan sangat membuat laju terganggu (Sitanggang, 2016a).  

Sitanggang (2016), menambahkan hal serupa pernah terjadi di Kompleks 

Arta Guna Lestari, dalam paparannya Sitanggang menyatakan masyarakat di 

Sagulung juga kerap resah dengan keberadaan Pasar Kaget di sekitar pintu masuk 
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perumahan tersebut. Keberadaan Pasar Kaget itu membuat kawasan itu tidak tertata 

dan banyaknya parkir kendaraan yang tidak teratur sehingga kadang menutup akses 

jalan dan membuat kawasan itu kumuh. Jalan masuk perumahan jadi sempit, motor 

pengunjung ditambah lagi kendaraan barang para pedagang memadati jalan masuk 

perumahan. Para pedagang dan pengunjung seakan tidak memikirkan warga sekitar. 

Kendaraan para pedagang, seperti becak dan mobil barang asal diparkir saja dijalan. 

Ditambah lagi sepeda motor pembeli yang juga parkir sembarangan (Sitanggang, 

2016b). 

Penataan berkaitan dengan penataan pasar-pasar rakyat di Indonesia, adapun 

secara khusus bersinggungan dengan Peraturan Pemerinta Nomor 29 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang ditindaklanjuti Peraturan 

Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

(Republik Indonesia, 2021a) 

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan 

Pembinaan Pasar Di Kota Batam (Republik Indonesia, 2009). Penataan pasar 

meliputi: pengaturan tentang lokasi pendirian Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan 

dan toko modern; pengaturan tentang syarat-syarat pendirian pasar; pengaturan 

tentang batasan areal luas pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam 

yang juga dikenal dengan DISPERINDAG merupakan instansi pemerintah yang 

mengemban misi meningkatkan pengawasan serta memperlancar distribusi barang 

dan jasa. Pengawasan DISPERINDAG berperan penting dalam penataan Pasar 

Kaget, karena tanpa pengawasan yang efektif, tujuan tidak akan tercapai. Bentuk 
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pelaksanaan dari pengawasan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: pengawasan 

langsung dan tidak langsung; pengawasan preventif dan represif; pengawasan 

internal dan pengawasan eksternal. DISPERINDAG perlu mengawasi Pasar Kaget 

yang kurang tertata, kawasan yang kumuh, parkiran kendaraan yang tidak teratur.  

Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan pasar 

rakyat atau pasar tradisional, tata cara, serta fungsi khususnya dengan 

mengembangkan dan mengelola pasar rakyat atau pasar tradisional; melakukan 

pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi di pasar rakyat atau pasar 

tradisional; menyelenggarakan pemeliharaan pasar rakyat dan fasilitas 

lingkungannya, serta tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Hal ini membuat penelitian ini penting untuk mengetahui pengawasan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dalam penataan Pasar kaget, apakah Pasar kaget di 

Kota Batam sudah mendapat pengawasan dari Dinas terkait? Jika sudah ada 

pengawasan mengapa Pasar Kaget tersebut tidak tertata? Jika tidak ada pengawasan 

dari Dinas terkait apakah sulit bagi Pemerintah? Maka berdasarkan uraian 

permasalahan mengenai penataan Pasar kaget maka peneliti tertarik untuk 

menelitian tentang “Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam 

Penataan Pasar Kaget di Kota Batam”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan kepada latar belakang yang tertulis, dapat disimpulkan 

permasalahan yang di ambil dalam penelitian ini adalah: 
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1. Masih kurangnya pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 

penataan Pasar kaget di Kota Batam 

2. Masih kurangnya upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam proses 

penataan Pasar Kaget  

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah yang dimanfaatkan untuk menghindari dari 

keberadaan penyimpangan dan perluasan topik dengan tujuan agar penelitian 

tersebut lebih terarah dan lebih sederhana dalam memudahkan untuk membahas 

penelitian yang ditargetkan untuk diteliti secara detail. Maka peneliti hanya 

menganalisis tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 

Penataan Pasar Kaget Di Kota Batam pada tahun 2020. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka rumusan 

masalah yang diuraikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 

Penataan Pasar Kaget di Kota Batam? 

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dalam Penataan Pasar kaget di Kota Batam? 
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1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka penelitian penulisan ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dalam Penataan Pasar Kaget di Kota Batam 

2. Untuk menganalisa faktor yang menghambat Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dalam penataan Pasar Kaget di Kota Batam 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka ada beberapa manfaat yang bisa 

dirasakan yaitu:  

a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman, literatur, dan 

masukan bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji pengawasan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penataan Pasar Kaget di Kota 

Batam 

b. Secara Praktis, penelitian ini mampu memberikan masukan bagi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dan pihak yang bersangkutan dalam 

pengawasan penataan pasar kaget di kota Batam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengawasan dan Penataan 

Pengawasan menurut Mukarom dan Laksana (2015) didefinisikan sebagai 

usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, 

rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan 

apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan pengambilan tindakan 

penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia 

digunakan dengan efektif dan efisien mungkin dengan mencapai tujuan (Mukarom 

& Laksana, 2015).  

Menurut George R Terry (2021) menunjukkan bahwa pengawasan sebagai 

penetapan yang dilakukan, hal ini mengacu pada kegiatan yang telah dilakukan dan 

esensial, serta tindakan yang telah dilakukan terhadap hasil kerja sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan (Terry, 2021). Menurut Mukarom dan Laksana 

(2015), mengatakan pengawasan merupakan proses kegiatan mendasar yang 

memerlukan seorang manajer untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi 

(Mukarom & Laksana, 2015).  

Sedangkan Robert D. Dale (2020), mengatakan bahwa pengawasan tidak 

hanya berarti memberikan perhatian besar pada segala sesuatu dan melaporkan 

hasil pemantauan serta memerlukan perbaikan terus-menerus agar tujuan tercapai 

(Dale, 2021). Sofriadi dan Dika (2022), juga menambahkan bahwa pengawasan 

adalah proses melakukan peninjauan organisasi untuk memverifikasi bahwa semua 

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Dwi & 
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Dika, 2022). Jika disimpulkan bahwa pengawasan adalah upaya sistematis untuk 

penetapkan standar implementasi dengan merencanakan, mengembangkan sistem 

informasi umpan balik, membandingkan tindakan aktual dengan standar yang 

ditetapkan, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan, dan mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Kata pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas”. Dalam 

bahasa Inggris disebut controlling, yang juga diterjemahkan sebagai pengawasan 

dan pengendalian. Dengan begitu, istilah controlling memiliki arti yang lebih 

umum daripada pengawasan. Para ahli dan cendekiawan menganggap "controlling" 

ialah sebagai pengawasan.  

Di sisi lain pengawasan berasal dari istilah “kendali”, yang berarti 

mengarahkan memperbaiki, kegiatan yang tidak benar dan menunjuk ke arah yang 

benar. Namun, beberapa orang keberatan dengan istilah controlling dan 

pengawasan karena pemahaman controlling lebih umum dibandingkan 

pengawasan. Sebab pengawasan hanya aktivitas mengawasi atau memantau lalu 

melaporkan hasil kegiatan. Sebaliknya, controlling melibatkan pemantauan dan 

peningkatan secara terus-menerus, memastikan semuanya berjalan ke arah yang 

benar, dan melaporkan hasil upaya mereka. 

Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan pemerintah, diperlukan 

pengawasan karena memungkinkan tujuan pemerintah terlihat dalam kaitannya 

dengan pedoman rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, 

pengawasan sangat penting untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

pemerintah dan harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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menentukan bagaimana kemajuan pekerjaan, lancar atau tidak; memperbaiki 

kesalahan pegawai dan mencegah kesalahan yang sama terjadi lagi atau 

pembentukan kesalahan baru; menentukan apakah pekerjaan sedang dilakukan 

sesuai dengan program yang ditetapkan dalam rencana. 

Pramukti dan Meylani (2018) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah 

untuk membentuk aparatur yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sistem 

manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif serta dibantu oleh pembinaan dan 

pelibatan masyarakat yang teratur dalam bentuk pengawasan masyarakat (social 

control) objektif, sehat, dan akuntabel (Pramukti & Chahyaningsih, 2018). 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah 

untuk membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan instruksi, untuk 

memastikan apakah ada kesulitan, kelemahan, atau kegagalan, serta untuk menilai 

efisiensi dan efektivitas kerja, dan untuk mencari solusi jika terjadi kesulitan. 

kelemahan, atau kegagalan, juga dikenal sebagai tindakan korektif. 

1. Bentuk-Bentuk Pengawasan 

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Mukarom dan Laksana (2015), 

Pengawasan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu; Pengawasan Langsung dan 

Tidak Langsung; Pengawasan Preventif dan Represif; serta Pengawasan Internal 

dan Eksternal (Mukarom & Laksana, 2015). 

Pengawasan langsung dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan 

oleh penanggung jawab atau orang yang diawasi. Artinya penanggung jawab atau 

orang yang diawasi ada untuk mengawasi, memeriksa, memeriksa sendiri “on the 

spot”, dan mendapatkan laporan dari orang yang melakukan pekerjaan. Contohnya, 
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inspeksi langsung, observasi ditempat serta laporan ditempat. Sedangkan 

pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menganalisis laporan baik lisan 

maupun tertulis dari pelaksanaan dan mengukur opini publik. Contohnya dari 

pengawasan tidak langsung memerlukan adanya dokumen, dokumen yang 

digunakan oleh pengawas untuk memantau kegiatan lapangan diantaranya, Laporan 

pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidentil; Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pengawas lain; Surat-surat Pengaduan; Berita atau 

artikel di media massa; Dokumen lain yang terkait. 

Sedangkan pengawasan preventif dan pengawasan represif menurut 

Mukarom dan Laksana (2015) dapat dibedakan ketika tugas itu dilaksanakan, 

padahal prinsip pengawasan itu bersifat preventif. Pengesahan peraturan daerah 

atau Keputusan Kepala Daerah tertentu terkait dengan pengawasan preventif 

Mukarom & Laksana (2015). Pemeriksaan pendahuluan dilakukan sebelum 

pekerjaan dimulai sampai dengan disahkannya Peraturan Daerah atau Keputusan 

Kepala Daerah yang pada saat itu mulai berlaku. Misalnya rencanakan penggunaan 

sumber daya, seperti tenaga kerja, anggaran, dan persiapan lainnya. Jenis 

pengawasan represif ini dapat berbentuk penghentian sementara atau pemutusan 

hubungan kerja. Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang telah 

berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat diubah atau dicabut apabila 

bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

Di sisi lain pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

perangkat pemerintah. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang 
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dilakukan oleh pejabat di luar pemerintah. Seperti pengawasan sektor keuangan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang mencakup seluruh Aparatur Negara, 

serta departemen dan lembaga pemerintah lainnya oleh Direktorat Jenderal 

Pengawasan Keuangan Negara.  

Jenis pengawasan ini dibagi menurut sistem klasifikasi pengawasan. Selain 

itu, ada berbagai macam bidang pengawasan, termasuk pengawasan anggaran 

pendapatan (budgetary control); pengawasan biaya (cost control); pengawasan 

barang inventaris (inventory control); pengawasan produksi (production control); 

dan pengawasan terhadap hasil jumlah pekerjaan (quality control). 

Pelaksanaan pengawasan menurut  Schermerhorn dan John R (2001), dapat dibagi 

dalam empat jenis pertama, pengawasan feed forward (pengawasan umpan di 

depan); kedua, pengawasan concurrent (pengawasan bersamaan); ketiga, 

pengawasan feedback (pengawasan umpan balik); dan yang terakhir pengawasan 

internal-eksternal (Schermerhorn & Jhon, 2001).  

Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengawasan terbagi menjadi 

beberapa yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan dengan memeriksa, 

mengamati sendiri, ada yang dilakukan dengan pre-audit sebelum pekerjaan 

dimulai atau pengawasan yang dapat dilakukan dengan penangguhan dan ada pula 

yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang bersangkutan dan 

dilakukan oleh pejabat dari luar pemerintahan. 
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2. Proses dan Tahapan Pengawasan 

Proses pengawasan menjadi penting dalam melaksanakan kegiatan pelayanan 

publik. Fungsi yang diemban oleh pemerintah merupakan wujud pelaksanaan 

fungsi administrasi dari pemerintah kepada masyarakat, serta mewujudkan 

peningkatan efektivitas, efisiensi, dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas publik. 

Pengawasan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penjelasan 

yang diberikan Mukarom dan Laksana (2015) pengawasan terbagi menjadi 

pengawasan pendahuluan (preliminary control), pengawasan pada saat kerja 

berlangsung (cocurrent control), dan pengawasan feedback (feedback control) 

(Mukarom & Laksana, 2015). 

Preliminary Control merupakan pengawasan pendahuluan, dan yang menjadi 

tugas pengawasan adalah meneliti setiap proyek penawaran, khususnya yang 

menyangkut penyediaan layanan publik, dalam hal penetapan harga layanan, 

keluaran, dan hasil untuk setiap jenis layanan. Sedangkan Interim Control 

dimaksudkan untuk memverifikasi bahwa layanan memenuhi standar dan harapan 

masyarakat selama diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, 

pengawasan dapat diarahkan pada pelaksanaan anggaran pelayanan publik atau 

masa berlakunya suatu peraturan. Di sisi lain post control ialah memastikan bahwa 

pekerjaan umum sesuai rencana, post control mengevaluasi layanan terjadwal. 

Pengawasan dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi untuk 

mempertahankan, meningkatkan, atau meningkatkan kualitas layanan.  

Mutakallim (2016) mengacu pada tiga bagian atau tahapan utama yang 

mencakup dalam proses pengawasan, antara lain: pertama, ukuran di mana bentuk 
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yang diminta disajikan; kedua, evaluasi hasil aktual terkait dengan indikator-

indikator tersebut; terakhir, kegiatan mengadakan koreksi tanpa adanya 

penyesuaian, laporan pengukuran dalam sistem pemantauan tidak ada artinya jika 

kegiatan umum tidak menghasilkan hasil yang diinginkan (Mutakallim, 2016). 

Patriani dan Sujendra (2020), proses pengawasan terdiri dari langkah-langkah 

berikut: pertama, penetapkan standar; kedua, mengukur kinerja atau mengevaluasi 

pencapaian yang dicapai pada kriteria yang telah ditetapkan; dan ketiga, 

mengoreksi penyimpangan (Patriani & Sujendra, 2020). Di sisi lain Mukarom dan 

Laksana (2015), menambahkan bahwa pengawasan yang efektif adalah 

pengawasan yang akurat; tepat waktu; objektif dan menyeluruh; terpusat pada titik-

titik pengawasan strategi; realistis secara ekonomi; realistik secara organisasional; 

penyampaian informasi harus dilakukan dengan cara yang konsisten dengan alur 

kerja organisasi; fleksibilitas, bersifat sebagai petunjuk dan operasional; diterima 

oleh anggota organisasi (Mukarom & Laksana, 2015).  

Ada empat indikator pengawasan menurut Robbins & Coulter (2007) yaitu di 

antaranya:  

1. Penetapkan standar (standar) memerlukan penetapan tolok ukur (target) atau 

hasil yang diinginkan untuk dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika 

tindakan organisasi dilakukan. Selain menjadi persyaratan bagaimana suatu 

kegiatan harus dilakukan, standar juga merupakan pedoman yang harus 

diikuti oleh suatu organisasi untuk memenuhi misinya dan mencapai 

tujuannya dan mencapai tujuan. 



 

16 

 

 

 

2. Pengukuran (measurement) adalah suatu proses berulang yang dilakukan 

secara teratur dan akurat, baik intensitasnya dalam bentuk harian, harian, 

maupun bulanan, sehingga terlihat yang terukur antara kualitas dan kuantitas 

hasil. 

3. Membandingkan (compare) yaitu proses membandingkan hasil yang 

diperoleh dengan target atau standar yang telah ditentukan untuk menentukan 

apakah kinerja lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan standar. 

4. Tindakan (action) adalah pilihan untuk mengambil tindakan perbaikan atau 

korektif. Apabila terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dan realisasi, 

maka diperlukan tindakan korektif berupa koreksi penyimpangan (Robbins & 

Coulter, 2007). 

Disimpulkan bahwasanya proses pengawasan penting dalam melaksanakan 

kegiatan pelayanan publik serta fungsi yang diemban oleh pemerintah merupakan 

perwujudan dari pelaksanaan fungsi administrasi terhadap pemerintah kepada 

masyarakat dan dalam mencapai efektivitas, efisiensi, rasionalitas, dan pengawasan 

yang lebih besar dalam pelaksanaan kewajiban publik. Disamping itu pula adapun 

indikator pengawasan menurut Robbins & Coulter (2007), diantaranya penetapkan 

standar (standards); pengukuran (measurement); membandingkan (compare); dan 

terakhir tindakan (action) (Robbins & Coulter, 2007). 

Menurut apa yang telah dikemukakan oleh Hendrawan (2009), pengawasan 

memerlukan penyesuaian pola pikir dengan lingkungan dan penanaman rasa 

keyakinan agama untuk menunaikan kewajiban dan melaksanakan perintahnya 

sebagai penanggung jawab masalah atau pekerjaan, karena setiap tindakan yang 
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dilakukan akan dihormati dan dipercaya untuk memastikan bahwa semua pekerjaan 

selalu selesai (Hendrawan, 2009). 

3. Penataan 

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan 

keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses 

penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat 

menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan 

sebagai hal, cara, hasil atau proses menata (Asmiwati, 2016). Agar mendapatkan 

lingkungan yang aman, nyaman dan bersih maka diciptakanlah penataan. Proses 

untuk melakukan penataan dan persiapan untuk menentukan lokasi yang 

diinginkan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

menjelaskan bagaimana penataan PKL yaitu dengan melalui penetapan lokasi 

dalam pembinaan sebagai penetapan, pemindahan, penghapusan lokasi PKL 

dengan memperhatian kepentingan umum, estetika, keamanan, ketertiban, 

kesehatan, sosial serta kebersihan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Upaya penertiban ini merupakan upaya yang dilakukan 

pemerintah daerah.  

Untuk dapat memberikan sebuah perlindungan hukum serta pengakuan bagi 

keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan melakukan kegiatan usaha para 

Pedagang Kaki Lima agar merasa aman, nyaman, tentram dan tetap menjaga 
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kebersihan, keindahan, kerapian, ketertiban lingkungan maka dilakukannyalah 

penataan disekitar sesuai lokasi yang telah ditentukan. 

4. Upaya Pengawasan & Penataan Pasar di Kota Batam 

Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan pasar 

rakyat, tata cara, serta fungsi khususnya dengan mengembangkan dan mengelola 

pasar rakyat atau pasar tradisional; melakukan pembinaan terhadap pengelolaan 

sarana distribusi di pasar rakyat atau pasar tradisional; menyelenggarakan 

pemeliharaan pasar rakyat dan fasilitas lingkungannya, serta tugas lain yang 

dilimpahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Penataan pasar di kota Batam meliputi pengaturan 

tentang Lokasi Pendiri Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

pengaturan tentang syarat syarat pendirian pasar; pengaturan tentang batasan area 

luas pasar. 

2.2 Pasar 

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan 

transaksi (Rahmawati, 2016). Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk 

menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu 

produk atau kelas produk tertentu. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep 

pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau 

keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampun melibatkan diri dalam suatu 

pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Menurut ilmu 

ekonomi pasar merupakan bersinggungan dengan tindakan yang bukan tempatnya. 
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Adapun bukti bahwa tempat dikatakan pasar yaitu dengan adanya kegiatan 

transaksi jual beli. 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, pasar 

didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk 

melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk. Menurut klasifikasinya 

pasar dibagi menjadi beberapa macam kelas pelayanannya yaitu pasar tradisional 

dan pasar modern (Republik Indonesia, 1998b).  

Tidak hanya sebagai penetap nilai suatu barang fungsi pasar juga penentu 

jumlah produksi, mengedarkan produk, mengadakan penetapan harga dan 

memasok barang dan jasa untuk jangka Panjang. Dengan begitu pasar merupakan 

sarana publik yang menjadi tempat transaksi jual beli bagi perekonomian suatu 

daerah. Tidak hanya sebagai urat nadi, pasar juga menjadi tolak ukur terhadap 

kedudukan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi apa yang terjadi jika 

induk perekonomian tidak teratur dengan rapi. Yang menyebabkan konsumen 

malas datang kepasar karena merasa tidak nyaman, apabila terjadi seperti ini tidak 

hanya pedagang yang merasa rugi tetapi pemerintah sebagai pemungut pajak dari 

aktivitas jual beli juga mendompleng merugi dengan tidak mampu memungut 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Kondisi seperti ini pada akhirnya 

menyebabkan ketidak tentraman dalam kehidupan masyarakat.  

1. Bentuk-Bentuk Pasar 

Jenis barang di kategorikan menjadi beberapa jenis, berdasarkan 

penjelasannya Rahmawati (2016), jenis barang dibagi menjadi Pasar Barang 
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Konsumsi dan Pasar Barang Produksi: Pasar Barang Konsumsi merupakan ciri-ciri 

barang yang diperjualbelikan dalam jenis ini seperti barang yang siap jadi atau 

barang yang sudah jadi semacam minuman, makanan, pakaian, sepeda bahkan 

kebutuhan lainnya. Dalam menjual hasil produksinya, pasar seperti ini yang sangat 

diperlukan oleh produsen (Rahmawati, 2016). Pasar swalayan merupakan contoh 

pasar barang konsumsi yang menjual berbagai kebutuhan pokok. Sebaliknya, Pasar 

Barang Produksi memperdagangkan barang produksi atau faktor produksi yang 

memiliki kualitas yang sama dengan barang yang diperdagangkan. Misalnya, pasar 

benih ikan, pasar mesin pabrik, bursa tenaga kerja, dan pasar modal adalah contoh 

pasar barang produksi. 

Berdasarkan jangkauan, waktu terjadinya, sifat, hubungan dengan proses 

produksi, serta berdasarkan cara transaksinya dibagi menjadi beberapa bagian-

bagian diantaranya. Berdasarkan jangkauannya dibagi menjadi tiga yaitu pasar 

lokal, pasar nasional, pasar regional, pasar internasional/pasar dunia; berdasarkan 

waktu terjadinya dibagi menjadi lima bagian yaitu pasar harian, pasar mingguan, 

pasar bulanan, pasar tahunan, pasar temporer; berdasarkan sifatnya dibagi juga 

menjadi dua yaitu pasar nyata, pasar abstrak; selanjutnya berdasarkan hubungan 

dengan proses produksi dibagi menjadi dua bagian yaitu pasar output (pasar 

produk) dan pasar input (pasar faktor produksi);  

Berdasarkan cara transaksi pasar dibagi menjadi dua kategori yaitu pasar 

modern atau yang sekarang disebut dengan pasar swalayan, dan pasar tradisional 

atau yang disebut dengan pasar rakyat. Pasar modern atau pasar swalayan termasuk 

pasar yang seperti mall, plaza dan tempat modern lainnya, karena bersifat modern, 
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pasar swalayan ini mendagangkan barangnya dengan harga yang cukup maupun 

pas serta dengan layanan sendiri. Serta penjual dan pembeli tidak bertransaksi 

langsung melainkan pembeli melihat label harga dengan yang tercantum di 

barcode. (Pratama & Hertati, 2021).  

Sedangkan pasar tradisional atau pasar rakyat merupakan pasar yang bersifat 

tradisional biasanya para pedagang dan pembeli dapat melakukan transaksi tawar-

menawar secara langsung dan kebutuhan yang dijual belikan pun berupa bahan 

pokok. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 yaitu 

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , dan 

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat berupa toko/kios, los, dan tenda 

yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, 

atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar. 

Karateristik pasar rakyat dapat dilihat dari tinjauan beberapa aspek baik dari aspek 

kondisi fisik yaitu melihat tempat usaha bahwa pasar rakyat mempunyai bentuk 

bangunan yang temporer, semi permanen, atau permanen. Sedangkan, jika ditinjau 

dari aspek metode pelayanan, terjadi aktivitas tawar menawar antara penjual dan 

pembeli (Vinda et al., 2017)  

Lokasi dalam mendirian pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang Kota Batam. Pendirian Pasar Rakyat 

wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut pertama, memperhitungkan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat lainnya, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang ada di wilayah yang bersangkutan; kedua, 
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memperhatikan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi yang ada di wilayah 

yang bersangkutan; ketiga, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha 

bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya di lokasi yang 

bersangkutan; keempat, menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan 

parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M2 (seratus meter per 

segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan yang terakhir menyediakan fasilitas 

yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang 

publik yang nyaman.  

Pasar Rakyat memiliki gaya pengelolaan yang lebih konvensional, namun 

memiliki tujuan yang tidak dapat ditiru oleh Pasar Swalayan ialah menjadi pusat 

akulturasi budaya masyarakat di suatu. Pasar Rakyat menurut kearifan lokal di 

Indonesia, lebih dari sekadar tempat bertemunya para pedagang dan pembeli untuk 

berbisnis; namun lebih dari tempat konsepsi kehidupan, akulturasi budaya, dan 

interaksi sosial, dimana tersimpan berbagai nilai identitas dimana Pasar Rakyat 

berada. dan merangsang berbagai aktivitas kota (Suwarlan et al., n.d.).  

Sementara untuk jenis Pasar Rakyat, berdasarkan data dari Dinas Pasar Kota 

Batam, bahwa jumlah Pasar Rakyat berjumlah 29. Semua Pasar Rakyat ini dikelola 

oleh pihak swasta. Keberadaan Pasar Rakyat ini didominasi di wilayah kecamatan 

Batam Kota sebanyak enam pasar, menyusul kecamatan Sagulung sebanyak lima 

pasar, berikutnya kecamatan Batu Aji dan Lubuk Baja masing-masing sebanyak 

empat pasar. Kecamatan Bengkong dan kecamatan Sekupang masing-masing 

empat pasar kemudian Nongsa sebanyak dua dan terakhir masing-masing Batu 

Ampar dengan Belakang Padang sebanyak satu Pasar Rakyat (Purba, 2018b). 
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2. Pasar dan Masalah Sosial 

Salah satu Pasar Rakyat yang berada di Kota Batam yang susah diatur dan 

diawasi oleh pemerintah ialah Pasar Kaget. Suatu peristiwa yang terjadi pada waktu 

tertentu dan di lokasi tertentu disebut dengan Pasar Kaget. Temuan ini didukung 

oleh penelitian Tarwiyah dkk (2017), yang menyatakan bahwa Pasar Kaget adalah 

jenis Pasar Rakyat karena ketersediaannya setiap saat dan bahkan tidak terduga 

(Tarwiyani et al., 2017). 

Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pasar Kaget adalah 

pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Pasar 

Kaget merupakan pasar yang tergolong pasar rakyat yang tidak mempunyai izin 

dari pemerintah. Namun, bagi masyarakat setempat menyebut Pasar Kaget 

merupakan jenis Pasar Rakyat yang sifat kegiatan pasarnya tidak menetap, hanya 

beraktivitas dihari yang sudah ditentukan dan berlangsung beberapa jam saja baik 

itu pagi maupun sore. Biasanya, pasar kaget berlokasi di pinggir jalan raya, di depan 

pasar permanen, di depan masjid, di depan kawasan perkantoran, atau di dalam 

gang di lingkungan permukiman (Hamzah, 2020).  

Disebut Pasar Kaget dikarenakan pasar ini ada setiap saat dan menjadi salah 

satu tren pasar di Batam. Di luar Batam, seperti di Jawa dan pulau-pulau lain, Pasar 

Kaget sudah ada sejak lama. Namun, di Kota Batam, fenomena Pasar Kaget dimulai 

pada 2013 atau selama tiga tahun terakhir (Purba, 2018a). Pasar Kaget beroperasi 

di sekitar kompleks perumahan atau kecamatan dengan jadwalnya masing-masing. 

Pasar kaget memperjual belikan aneka barang dagangan seperti kebutuhan rumah 
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tangga sehari-hari. Pasar Kaget juga menjadi tempat bagi pedagang kecil dengan 

bersaing dengan pedagang yang berskala besar (Thania et al., 2020).  

Pasar Kaget ini merambah ke hampir setiap kecamatan kecuali kecamatan 

Lubuk Baja. Saat ini, Kota Batam memiliki total 26 Pasar kaget. Kecamatan Batu 

Aji memiliki sepuluh Pasar kaget, Kecamatan Sagulung memiliki empat, dan 

Kecamatan Sekupang memiliki lima. Hanya ada dua pasar kaget di Kecamatan 

Bengkong Kota Batam. Sementara itu, masing-masing kecamatan Batu Ampar, 

Sungai Beduk, dan Nongsa memiliki satu Pasar Kaget (Purba, 2018b). 

Efek yang ditimbulkan Pasar kaget bila tidak adanya pengawasan penataan dari 

Dinas terkait maka Pasar kaget dapat merugikan masyarakat sekitar. Salah satunya 

lokasi yang di gunakan untuk berdagang tersebut tidak memadai dengan jumlah 

pedagang yang banyak sehigga sebagian pedagang berjualan hingga ke bahu jalan 

dan menyebabkan kemacetan, membuat kawasan itu tidak tertata dan banyaknya 

parkir kendaraan yang tidak teratur sehingga kadang menutup akses jalan dan juga 

membuat kawasan itu kumuh. 
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2.3 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 
Metode Hasil Penelitian 

1. Pasumah et 

al., (2018) 

Pengawasan 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

Kota Bitung 

dalam 

Pendistribusia

n Bahan Bakar 

Minyak Solar 

Industri PT 

Stemar Jaya 

Deskriptif 

Kualitatif 

Menunjukkan bahwa:  

1) Pelaksanaan 

pengawasan dan 

pemeriksaan oleh 

Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan 

kota Bitung, selama 

ini belum sesuai 

dengan apa yang 

direncanakan 

2. (Tampubolo

n et al., 

2022) 

Pengawasan 

Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian 

Kota 

TanjungPinan

g Terhadap 

Perindustrian 

Gas LPG 3 Kg 

Bersubsidi 

(Studi di 

Kecamatan 

TanjungPinan

g Timur) 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Menunjukkan bahwa:  

1) Saat ini pengawasan 

yang dilakukan 

terkait penyaluran 

Gas LPG 3 Kg 

kemasyarakat di 

wilayah Kecamatan 

Tanjungpinang 

Timur belum 

berjalan secara 

optimal dan efisien. 

2)  Masih ada terdapat 

faktor penghambat 

yang meliputi 

kurangnya sumber 

daya manusia dalam 

melakukan 

pembinaan dan 

pengawasan, 

kurangnya 

pemahaman pemilik 

pangkalan tentang 

tidak boleh menjual 

kepada pengecer 

3) Kurangnya 

koordinasi  terkait 
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penjualan gas yang 

tidak sesuai dengan 

ketentuan. 

3. (Zarkassi & 

Ispriyarso, 

2019) 

Pengawasan 

Dinas 

Perdagangan 

Kota 

Semarang 

terhadap 

Minimarket 

Mdern untuk 

melindungi 

Toko 

Kelontong 

Kualitatif  Menunjukkan bahwa:  

1) Dinas Perdagangan 

Kota Semarang 

sebagai instansi 

pemerintah telah 

melakukan tugas dan 

wewenangnya dalam 

pengawasan terkait 

keberadaan dan 

eksistensi usaha 

minimarket untuk 

memajukan 

perekonomian 

dimasyarakat.  

2)  Menjaga eksistensi 

pasar ritel tradisional 

terhadap warung 

kelontong agar tidak 

tutup atau menderita 

kerugian karena 

tidak mampu 

bersaing dengan 

minimarket modern 

yang memiliki 

keunggulan dalam 

segala aspek.  

3) Dalam melakukan 

pengawasan Dinas 

Perdagangan Kota 

Semarang telah 

melakukan beberapa 

metode yaitu metode 

represif dan 

preventif, serta 

teknik pengawasan 

langsung dan tidak 

langsung untuk 

dapat menjaga 

persaingan yang adil 

diantara pelaku 

usaha pasar ritel di 

Kota Semarang.  
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4. (Sunarto et 

al., 2019) 

Pengawasan 

Aturan Jam 

Operasional 

Toko 

Swalayan di 

Kota Surabaya 

Deskriptif 

Kualitatif. 

Menunjukkan bahwa:  

1) Bentuk pengawasan 

yang dilakukan oleh 

aparat Dinas 

Perdagangan 

mengenai jam 

operasional Toko 

Swalayan adalah 

dengan melakukan 

pengawasan 

terhadap toko 

swalayan yang sudah 

sesuai dengan syarat 

izin pelaku usaha 

penataan toko 

swalayan kurang 

berjalan dengan baik  

2) Faktor sarana dan 

prasarana yaitu 

dalam hal aparat 

yang diterjungkan 

dalam lapangan 

tidak banyak serta 

dari segi masyarakat 

yang lebih 

mementingkan 

kebutuhan 

konsumen  

3) Kendala yang 

dialami oleh aparat 

Dinas Perdagangan 

adalah waktu yang 

dilakukan dalam 

pelaksanaan 

pengawasan toko 

swalayan mengingat 

aparat Dinas 

Perdagangan kurang 

jumlahnya. 

4) Masyarakat lebih 

mementingkan 

kebutuhan 

konsumen sehingga 

tidak patuhnya atau 

tidak pedulinya toko 

swalayan tersebut 
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memperoleh ijin 

buka 24 jam. 

5. (Merdie & 

Widodo, 

2020) 

Pengawasan 

Terkait Izin 

Penjualan 

Minuman 

Beralkohol 

oleh Kios di 

Kota Surabaya 

Kualitatif Menunjukkan bahwa: 

1) Pengawasannya 

dibantu oleh Tim 

Satpol PP dengan 

mengadakan operasi 

yustisi setiap malam 

dan razia besar-

besaran pada waktu-

waktu tertentu 

(represif).  

6. Sentanu et 

al., (2021) 

Local 

Government 

Strategy in 

Fostering 

Traditional 

Market 

Competitivene

ss through 

Revitalization 

(A Study at 

Pemalang 

Traditional 

Market) 

Kualitatif 

Deskriptif 

Menunjukkan bahwa: 

1) Penyesuaikan 

anggaran dengan 

target pasar yang 

direvitalisasi 

berdasarkan 

kebutuhan dan 

kondisi dari pasar 

tradisional 

2) Memberikan 

sosialisasi kepada 

para pedagang pasar 

terkait dengan 

maksud dan tujuan 

revitalisasi 

3) Memberikan strategi 

dalam menyesuaikan 

manusia sumber 

daya yang terlibat 

dalam program 

revitalisasi pasar 

tradisional. 

Keterlibatan sumber 

daya manusia dalam 

program ini 

mencerminkan 

kerjasama yang solid 

dalam 

mengembangkan 

dan membina 

perekonomian 

Pemalang. 
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7. (Limbat et 

al., 2022) 

Pengawasan 

Dinas 

Pertanian 

Kabupaten 

Bolaang 

Mongondow 

Dalam 

Program 

Benih Jagung 

Kepada Petani 

Di Kecamatan 

Dumoga Barat 

kualitatif. Menunjukkan bahwa:  

1) Pengawasan 

langsung yang 

dilakukan oleh Dinas 

Pertanian dalam 

program benih 

jagung meliputi 

teknik inspeksi 

langsung, on the spot 

observation, dan 

Pengawasan on the 

spot report. 

Pengawasan 

langsung yang 

dilakukan oleh Dinas 

Pertanian masih 

dianggap kurang dan 

belum optimal 

8. (Anggraina 

et al., 2020) 

Analisis 

Kesiapan Kota 

Kotamobagu 

Dalam 

Mewujudkan 

Kotamobagu 

Sebagai Smart 

City 

Kualitatif Menunjukkan bahwa: 

1) Kotamobagu telah 

memiliki tingkat 

kesiapan yang cukup 

siap. Penggunaan 

sarana TIK menuju 

kota cerdas yang 

dimana telah 

mencapai 80% 

kesiapannya. 

  

Penelitian pertama, dilakukan oleh Stefanus Bonifasius Pasumah & Marlien 

Lapian & Daud Liando (2018) dalam Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol.1 (1) 

ISSN: 2337 – 5736 yang berjudul Pengawasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Bitung dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar 

Industri PT Stemar Jaya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil 

yang didapatkan dari penelitian ini adalah pelaksanaan dan pemeriksaan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung selama ini belum sesuai dengan 

rencana yang ditentukan.  
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Penelitian kedua, dilakukan oleh Lidya Marcelina Tampubolon, Fitri 

Kurnianingsih & Novi Winarti (2022) dalam Student Online Jurnal Vol. 3 (1) 

Online ISSN 2746-8453 dengan judul Pengawasan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota TanjungPinang Terhadap Perindustrian Gas LPG 3 Kg 

Bersubsidi (Studi di Kecamatan TanjungPinang Timur). Dengan menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini 

adalah saat ini pengawasan terhadap Gas LPG 3 Kg di masyarakat Kecamatan 

Tanjungpinang Timur belum berjalan secara optimal atau efisien dan juga masih 

terdapat faktor penghambat, seperti kurangnya sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan pembinaan serta pengawasan, kurangnya pembinaan pemilik 

mengenai tidak diperbolehkannya ritel, dan koordinasi terkait penjualan gas yang 

tidak sesuai dengan ketentuan. 

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Heyder Lutfi Zarkassi & Budi Ispriyarso 

(2019) dalam Pendecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol 13 (2) ISSN 2337-5418 

(Online) dengan judul Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap 

Minimarket Mdern untuk melindungi Toko Kelontong. Dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai 

instansi pemerintah, Dinas Perdagangan Kota Semarang telah melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya dalam mengawasi keberadaan dan kehadiran usaha 

minimarket dalam rangka memajukan perekonomian daerah. Menjaga eksistensi 

pasar ritel tradisional agar tidak tutup atau mengalami kerugian karena tidak mampu 

bersaing dengan minimarket modern yang unggul dalam segala hal. Beberapa 

teknik pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang antara lain 



 

31 

 

 

 

metode represif dan preventif, serta teknik pengawasan langsung dan tidak 

langsung, guna menjaga persaingan yang sehat antar pelaku usaha pasar ritel di 

Kota Semarang. 

 Penelitian keempat, dilakukan oleh Inten Fitria Sunarto & Indri Fogar 

Susilowati & Hezron Sabar Rotua Tinambunan (2019) dalam Novum: Jurnal 

Hukum Vol.6 (3) e-ISSN 2442-4641 dengan judul Pengawasan Aturan Jam 

Operasional Toko Swalayan di Kota Surabaya. Dengan menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah cara yang 

dilakukan aparat Dinas Perdagangan dalam mengawasi jam operasional 

supermarket adalah dengan mengawasi supermarket yang sesuai dengan kebutuhan 

pelaku usaha dalam mengelola supermarket, di mana faktor jumlah sarana dan 

prasarana terbatas, dan dari sudut pandang masyarakat. yang lebih mementingkan 

kebutuhan konsumen. Karena kurangnya personel Dinas Perdagangan, Dinas 

Perdagangan terkendala oleh lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

pengawasan supermarket. Masyarakat lebih peduli dengan kebutuhan konsumen 

daripada toserba yang mendapat izin buka 24 jam, sehingga tidak menurut atau 

tidak peduli. 

Penelitian kelima, dilakukan oleh Elok Ratnasari Van Merdie & Hananto 

Widodo (2020) dalam Novum: Jurnal Hukum Vol.7 (2) e-ISSN 2442-4641 dengan 

judul Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol oleh Kios di Kota 

Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif, hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah pengawasannya dibantu oleh tim Satpol PP 
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membantu pengawasan dengan melakukan operasi peradilan malam dan razia 

besar-besaran pada waktu-waktu tertentu (represif) 

Penelitian keenam, dilakukan oleh Sentanu dkk (2021) dalam sebuah Jurnal 

Internasional yang berjudul Local Government Strategy in Fostering Traditional 

Market Competitiveness through Revitalization (A Study at Pemalang Traditional 

Market). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil yang 

didapatkan dari penelitian adalah menyesuaikan rencana pengeluaran dengan target 

pasar yang baru direvitalisasi dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pasar 

yang ada, memfasilitasi kesempatan sosialisasi kepada pedagang pasar terkait 

dengan maksud dan tujuan proyek revitalisasi, serta menguraikan beberapa strategi 

untuk mengakomodasi sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam program 

revitalisasi pasar tradisional. Keterlibatan Sumber daya manusia program ini 

merupakan cerminan dari kerjasama yang kuat yang telah dilakukan dalam 

mengembangkan dan membina perekonomian Pemalang. 

Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Yesika Ingrid Limbat, Johny Lumolos dan 

Ismail Sumampow (2022) dalam JURNAL GOVERNANCE Vol.2 (1) ISSN: 2088-

2815 dengan judul Pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow 

Dalam Program Benih Jagung Kepada Petani Di Kecamatan Dumoga Barat. 

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian 

ini adalah pengawasan langsung Dinas Pertanian terhadap program benih jagung 

terdiri dari teknik pemeriksaan langsung, pengamatan langsung, dan laporan 

pengawasan langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian 

dinilai masih kurang dan kurang optimal.  
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Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Devita Anggraina Bonde, Eko Priyo 

Purnomo dan Lubna Salsabila (2020) dalam Jurnal MODERAT Vol.6 (1) ISSN: 

2622-691X (online) dengan judul Analisis Kesiapan Kota Kotamobagu Dalam 

Mewujudkan Kotamobagu Sebagai Smart City. Dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Kotamobagu 

telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap. Kotamobagu sudah dalam 

keadaan siap siaga. Pemanfaatan infrastruktur TIK untuk smart city yang sudah 

mencapai kesiapan 80%.  

2.4 Kerangka Pemikiran  

Kerangka Pemikiran adalah gagasan tentang bagaimana sebuah teori 

berhubungan dengan berbagai hal yang telah diputuskan menjadi penting. Cara 

berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:  

Indikator Pengawasan menurut Robbins & Coulter (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam menganalisis penelitian ini maka peneliti menggunakan pendekatan 

yang bersifat deskriptif pada pendekatan kualitatif dan fokus terhadap analisis 

sebuah masalah yang sebenarnya terjadi dilapangan. Menurut Strauss dan Corbin 

(2003), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan 

penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Strauss & 

Corbin, 2003).  

Penelitian kualitatif sendiri digunakan juga dalam meneliti seperti meneliti 

kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi kelompok, serta sejarah dan 

aktivitas sosial. Adapun alasan yang pasti mengapa peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu dengan pengalaman peneliti yang dimana metode yang 

digunakan untuk memahami serta menemukan sesuatu kejadian mungkin sulit 

untuk di mengerti secara luas. Proses penelitian ini dengan cara membuat daftar 

pedoman wawancara lalu mengumpulkan data dengan informan, dokumentasi 

sebagai sumber data serta studi pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

 

3.2 Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Muh Fitrah (2018), penelitian 

deskriptif merupakan sesuatu tata cara riset yang tertuju guna mendeskripsikan 
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fenomena-fenomena yang ada, yang terjadi pada saat ini maupun saat masa lampau 

(Fitrah, 2018). Peneliti menggunakan penelitian langsung kelapangan agar mampu 

mengkaji dan mendapatkan data-data melalui wawancara Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan yang menjadi informan. Hasil datanya menjadi data primer dan data 

sekunder serta datanya akan menjadi pendukung pada penelitian ini. Sumber 

informasi tambahan meliputi buku, jurnal, penelitian sebelumnya, dan artikel serta 

data lain yang dikumpulkan sesuai dengan judul penelitian. 

 

3.3 Sumber Data 

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam melakukan penelitian ini, 

yaitu: 

1. Sumber data primer. Menurut Rukajat (2018) data primer yaitu data yang 

diperoleh dengan menggunakan wawancara berdasarkan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan untuk diajukan kepada informan (Rukajat, 

2018).  

2. Sumber data sekunder. Data sekunder menurut Arikunto (2010), seperti buku, 

artikel, literatur, catatan, dan berbagai dokumen lain, yang didapat bukan 

langsung dari objek penelitian (Arikunto, 2010). Data berupa profil Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dan SOP. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data peneliti mengumpulkan data melalui 

penelitian langsung dengan turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta atau data-
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data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar pekerjaanya lebih mudah 

dan hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah diolah. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian wawancara 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Menurut Fadhallah (2021), wawancara 

adalah proses komunikasi interaksional antara dua orang, setidaknya satu di 

antaranya memiliki tujuan yang telah ditentukan dan serius, dan biasanya terdiri 

dari pertanyaan dan tanggapan (Fadhallah, 2021). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer, wawancara 

sendiri menurut merupakan kerangka dan garis besar dari penelitian yang 

ditanyakan kepada narasumber yang dianggap dapat menjawab permasalahan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dalam 

melakukan wawancara diperlukan narasumber seperti Kepala Seksi Bina Pasar & 

Sektor Informal, Kepala Seksi Pengawasan & layanan Retribusi Pasar, dan 

beberapa pedagang Pasar Kaget  

Tabel 3.1 Narasumber 

No. Informan Jumlah 

1 Kepala Seksi Bina Pasar & Sektor Informal 1 

2 Kepala Seksi Pengawasan & layanan Retribusi Pasar 1 

3 Pedagang Pasar Kaget 4 

 

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumen 

sebagai sumber data. Dokumen adalah laporan tertulis tentang suatu peristiwa 
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yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran tentang suatu peristiwa dan 

ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan informasi 

mengenai peristiwa tersebut. Dokumen disebut sebagai dokumen karena 

tertulis (Hadi, 2015). Dokumentasi yang menjadi sumber data seperti 

pengambilan foto dan video saat wawancara, kejadian-kejadian dilapangan, 

dan bentuk penataan pasar sesuai topik yang berkaitan dengan penelitian 

mengenai peran yang diambil Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 

melakukan penataan Pasar Kaget di Kota Batam. 

3. Studi Pustaka adalah proses pengumpulan data suatu objek dilakukan dengan 

membaca karya-karya sebelumnya, seperti buku-buku referensi, laporan-

laporan pemerintah, koran, jurnal dan publikasi lainnya yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. Peneliti mengumpulkan berita-berita atau kasus 

yang berkaitan dengan keluhan masyarakat pada bidang penataan pasar yang 

kurang mendukung, dapat dikumpulkan melalui jurnal, majalah atau pun 

berita seperti Batam Pos, Tribun. Ini sebagai penunjang penelitian agar lebih 

akurat. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam proses analisis data terdapat tiga komponen utama yang harus benar-

benar dipahami oleh setiap penelitian kualitatif. Tiga komponen tersebut adalah: 

1. Reduksi Data 

Merupakan langkah pertama dalam proses analisis, yang meliputi tahap 

memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data dari data yang 
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dikumpulkan di lapangan. Reduksi data adalah kegiatan yang akan diikuti dengan 

proses yang lebih rinci meliputi: memasukkan data dan informasi yang 

dikumpulkan di lapangan dalam bentuk rekaman suara, foto, atau catatan tertulis ke 

dalam laporan tertulis; mengurangi, meringkas, dan memilah pokok-pokok laporan; 

dan kemudian fokus pada hal-hal penting berdasarkan pola dan tema. Jadi, reduksi 

data merupakan materi yang disederhanakan yang disatukan sedemikian rupa 

sehingga memudahkan untuk melihat apa yang penting. Peneliti mempermudah 

untuk melanjutkan ke langkah analisis berikutnya dengan data yang direduksi akan 

lebih tajam. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan kumpulan organisasi informasi, yang 

mendeskripsikan dalam bentuk narasi, yang mendukung kesimpulan bahwa 

penelitian dapat dilakukan. Penyajian data mengacu pada rumusan masalah yang 

telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang disajikan 

merupakan gambaran rinci tentang kondisi untuk menceritakan dan menjawab 

setiap permasalahan yang ada. Untuk memudahkan ssajian data maka digunakan 

skema, matriks, jaringan aktivitas, dan tabel digunakan jika diperlukan dan 

memfasilitasi penyajian data. 

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi  

Penarikan simpulan dan verifikasi adalah kegiatan analisis ketiga yang 

berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian mencari pola, tema hubungan, 

permasalahan hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang 

diperoleh kemudian dibuat suatu kesimpulan. Kesimpulan ini pada awalnya masih 
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kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan itu akan 

mempunyai landasan yang kuat terhadap fenomena yang ada. Untuk menguatkan 

kesimpulan peran verifikasi sangat penting, karena dalam setiap penarikan 

kesimpulan yang diikuti proses verifikasi akan membuat suatu kesimpulan 

mempunyai dasar kebenaran dalam menjawab suatu permasalahan atau fenomena.  

3.6 Lokasi dan Periode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam 

Jl. Raja Isa No.17, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 

dan di Pasar Kaget Kota Batam. Alasan peneliti memilih lokus penelitian di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, karena Dinas tersebut menjadi unsur 

pelaksana urusan pemerintah di bidang penataan pasar yang menjadi objek 

penelitian yang akan menjadi fokus penelitian.  

2. Periode Penelitian  

Dalam melakukan penelitian, penelitian ini dimulai dengan studi pustaka 

yang dilakukan dari bulan Maret, setelah itu peneliti memulai Penyusunan Proposal 

yang mulai bulan Maret hingga bulan April, selanjutnya peneliti melakukan 

Pengumpulan Data dimulai dari bulan April hingga bulan Mei, dan setelah itu 

peneliti melakukan Penelitian Lapangan dimulai dari bulan Mei hingga bulan Juni. 

Peneliti juga melakukan Pengolahan Data yang dimulai dari bulan Juni, selanjutnya 

peneliti melakukan Analisis Hasil Kesimpulan dimulai dari bulan Juni hingga bulan 

Juli, peneliti juga melakukan Penulisan Laporan Akhir pada bulan Juni hingga 
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bulan Juli, dan yang terakhir peneliti melakukan Penyerahan Laporan serta 

melakukan sidang akhir di bulan Juli.  
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Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

2022 2022 2022 2022 2022 

1. Studi Pustaka                     

2. 
Penyusunan 

Proposal 
                    

3. 
Pengumpulan 

Data 
                    

4. 
Penelitian 

Lapangan 
                    

5. 
Pengolahan 

Data 
                    

6. 
Analisis Hasil 

Kesimpulan 
                    

7. 
Penulisan 

Laporan Akhir 
                    

8. 
Penyerahan 

Laporan 
                    

9. Sidang Akhir                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


